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ABSTRAK 

SUNARJO, 201510115110, Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala 

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi 

Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg), Jumlah Halaman 92, Tahun 2019. 

Kata Kunci :  Tindak Pidana, Politik Uang dan Pemilihan Kepala Desa 

 

Masalah money politics atau politik uang dewasa ini telah terjadi secara 

berangsur-angsur dan telah menjadi rahasia umum, dimana yang dimaksud 

dengan money politics atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa 

uang, barang atau janji menyuap seseorang. Dalam praktiknya sendiri, praktik 

politik uang tidak hanya mencakup pemilihan ditingkat presiden, legislatif, 

maupun kepala daerah, namun juga mencakup pemilihan umum di tingkat kepala 

desa. Dalam praktiknya dilapangan sendiri, politik uang dalam pemilihan kepala 

desa seringkali dimasukkan dalam gugatan perdata atau PTUN, sedangkan 

diketahui politik uang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 

KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis adalah tindak pidana 

politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisis Putusan Nomor 

5/Pdt.G/2018/PN Llg sudah dengan unsur-unsur tindakpidana politik uang pada 

pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. 

Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-

ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada. 

Kesimpulan penelitian ini adalah tindak pidana politik uang pada pemilihan 

kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sama sekali belum diatur 

secara tegas beserta sanksinya, baik sanksi dalam bentuk perdata, pidana, maupun 

administrasi, selain itu mekanisme pengaduan dan penanggulangan serta 

pencegahan atas terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala desa juga sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, meskipun dalam secara teoritis, praktik politik uang 

dapat dilaporkan pada Kepolisian berdasarkan dalam Pasal 149 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

tentang Tindak Pidana Suap. 
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ABSTRACT 

 

SUNARJO, 201510115110, Criminal Acts of Money Politics in the Election of 

Village Heads Based on Law Number 6 Year 2014 Regarding Villages (Case 

Study of Decision Number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Llg), Number of Pages 92, 2019. 

 

Key Words :  Criminal Acts, Money Politics and Village Head Elections 
 

The problem of money politics or money politics nowadays has happened 

gradually and it has become a public secret, where what is meant by money 

politics or money politics is a form of giving in the form of money, goods or a 

promise to bribe someone. In practice, the practice of money politics does not 

only include elections at the presidential, legislative or regional head level, but 

also includes elections at the village head level. In practice in the field itself, 

money politics in village head elections is often included in civil lawsuits or 

PTUN, while it is known that money politics is a criminal offense regulated in 

Article 149 of the Criminal Code and Article 2 of Law Number 11 of 1980 

concerning Bribery. The purpose of this study To analyze is the crime of money 

politics in the village head election based on Law Number 6 of 2014 concerning 

Villages and analyze the Decision Number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Llg already with 

elements of money politics criminal acts in the head election villages in 

accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. 

 

In this study the author uses the normative approach methodology. Normative 

legal research has the object of study regarding the positive legal provisions with 

the existing norm system. 

 

The conclusion of this study is the crime of money politics in the election of 

village heads in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages in 

the holding of village head elections which has not been strictly regulated with 

sanctions, both in the form of civil, criminal and administrative sanctions, in 

addition the mechanism of complaints and handling as well as prevention of the 

practice of money politics in the holding of village head elections is also not yet 

regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, although in theory, the 

practice of money politics can be reported to the Police based on Article 149 of 

the Law Criminal Law and Article 2 of Law Number 11 of 1980 concerning 

Bribery. 

 

          Supervisor : 
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